
 

 
 

 
 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI  PURBALINGGA 
 

NOMOR 98 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2022 TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 
telah ditetapkan Peraturan Bupati nomor 139 
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2023; 

b. bahwa agar penjabaran dari program kegiatan dan 
pagu indikatif Perangkat Daerah selaras dengan 

yang ditetapkan dalam dokumen perubahan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2023, maka perlu mengubah 

Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2022 

Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2023; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4868); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6056); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 9);  

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
110); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 

30) sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 



Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 109); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 

5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 

5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PURBALINGGA TAHUN 2023. 
 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2022 Nomor 139) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
 



Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 
 

Ditetapkan  di  Purbalingga 

pada tanggal 14 Agustus 2023  
 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
                Ttd 
 
 

             DYAH HAYUNING PRATIWI 
 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 14 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 

Ttd 
 

HERNI SULASTI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 98 

 

 


